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PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUHLIK INDONESIA 

NOMOR 187/.MENKES/PER/111/1991 
TENTANG 

PEl..AKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA 
A POTE KER 

NENTERI KESEllATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Mcnimbang 

M:cngingat 

: a. bahwa p'!ndayagunaan tcnaga apotckcr 
dalam rar:gka mcnunjang pclay:man 
kcschatan kcpada masyarabt mcrupakan 
bagian dari upaya pcmbar.gunan kcschalan; 

b. bahwa Pcraturan Pcmcri:itah 1'omor 41 
1ahun 19')() lcntang Masa Bakti <lan l:rjn 
Kcrja Apotckcr tcl:1h ciitctapkan, dan 
::chubungan c!cngan huruf (a) tcrscbui. <liatas, 
maka pcdu dikcluarkan I'cratu:-an Mcntcri 
Kcschatan scbagai pcrnturan pclaksanaan­
nya. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tcntang 
Pokok-pokok Kcschatan (Lembaran l'c£ara 
Tahun 1%0 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2068); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tcntang 
Wajib Kcrja Sarjana (Lcmbaran Negara 
Tahun 1961Nomor1JJ7, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2270); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 
1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 
tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker 
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3422). 

s ct 
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Mcnctapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAK­
SANAAN MASA IlAKTl DAN IZIN KERJA 
APOTEKER. 

BAU I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Mcntcri ini yang dimaksud dcngan : 

a. Apotckcr adalah Sarjana Farmasi yang tclah lulus scbagai 
Apotckcr dan tcb.h mcngucapkan sumpahjabatanApotckcr. 

b. Sur:~t Pcnugas:m adalah surat yang mcmb:!rikan kcwcnangan 
l:cpada apotckcr untuk mclakubn pckcrjaan kcfarmasian 
<lalam rangka pclaksanaan masa bakti dan sckaligus 
mcrupakan dasar bagi pcngajuan pcrmintaan izin kcrja. 

c. Surat J:tjn Kcrja adalah surat izin yang diberikan kcpada 
apotckcr untuk menjalankan pckerjaan kcfarmasian setclah 
mcmcnuhi pcrsyaratan. 

d. Surat Izin Apotik adalah surat izin pcndirian apotik yang 
diberikan olch Mentcri atau pcjabat yang ditunjuk. 

e. Masa Bakti adalah masa pengabdian prof esi apoteker dalam 
menjalankan tugas yang diberikan olch Pemerintah pada 
suatu sarana kesehatan. 

f. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 
menyelenggarakan upaya kesehatan antara lain : sarana 
produks~ sarana distribusi dan sarana pelayanan. 
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g. Program }(csdiatan adalah suatu rcncana pcmbangunan 
l:csch:!lan yang Lcrsifat mcnycluruh, mcliputi pcnggunaan 
hcrb;ig:ii sumbcr yang lcrintcgrasi, dilaksanakan sccara 
bcrkcsinambungan dcngan pejadwalan W<tklu yangjclas guna 
mcncapai lujuan. 

h. Kakanwil adalah Kcpala Kantor Wilayah Dcpartcmcn 
Kcschatan Propinsi; 

1. Dircktur Jcndcral adalah Dircktur Jcndcral Pcngawasan 
Obal dan Makanan. 

J. Mcntcri addah Mcntcri Kcsehatan Rcpublik Indonesia. 

BAB II 
PEL.APO RAN 

Pasal 1 

(1) Pimpinan Pcrguruan Tinggi wajib mcnyampaikan lapora:i secara 
tcrtulis kepada Mcntcri dalam hal ini Biro Kepegawaian, yang 
bcrisikan daftar apotckcr y:i.ng baru lulus, sclambat-lambatnya 1 
(salu) bulan scsudah diberikannya ijazah asli. 

(2) Bcntuk dan isi laporan scbagaimana dimaksud ayat (1) seperti 
tcrscbut pada Lampiran I peraturan ini. 

Pasal 3 

(1) Apoleker yang tclah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada 
pasal 2 wajib rnelcngkapi persyaratan administrasi seperli ter­
scbut pada Lampiran II peraturao ioi melali Kakanwil setempat 
dimana Ir.stilusi Pcndidikan berada, selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan sesudah mcncrima ijazah aslinya. 

(2) Kepada apoteker scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
tanda bukti pelaporan seperti tersebut pada Lampiran III 
peraturan ini. 
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(3) Kakan\\il mcncruskan laporan lcrscbut kcpada Mcntcri, dalam 
hal ini Biro Kcpcgawaian sclambat-lambatnya 2 (dua) minggu 
sctclah persyaratan dilcngkapi. 

Pasal 4 

(l)Apotcker lulusan Pcrguruan Tinggi Luar Ncgcri wajib 
mclaporkan diri kcpada Mcntcri dalam hal ini Iliro Kcpcgawaian. 

(2) Apoteker scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan men­
gikuti penycsuaian pcngclahuan praktis yang dipcrlukan yang 
mcliputi bidang : 

Pcraturan pcrundang-undangan farmasi, makanan dan 
mmuman. 
Produksi farmasi 
Distribusi farmasi 
Pcngujian mulu pcrbckalan keschatan dibidang farmasi 
makanan dan minuman dcngan melibatkan Fakultas Farmasi 
sclepat yang tclah ditunjuk. 

(3) Apoteker yang tclah selesai mc!aksanakan penycsuaian pcn­
getahuan praktis scbagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
melapor kepada Dircktur Jcndcral sclambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah selesai mclaksanakan pcnyesuaian pcngetahuan · 
praktis. 

(4) Direktur Jenderal memberikan Surat Keterangan Selesai Melak­
sanakan Pcnyesuaian Pengetahuan ·Praktis kepada apoteker 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tersebut pada Lam­
piran IV. 

Pasal 5 

(1) Apoteker yang telah melengkapi persyaratan ·administrasi 
pelaporan ·cliberi Surat Penugasan oleh Biro Kergawaian dengan 
tembusan kepada Kakanwil. , 
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(2) Bcntuk dan isi Surat Pcnugasan scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) sepcrti lcrscbul pada Lampiran V pcraluran ini. 

BAR Ill 
MASA HAKTI 

BAGIAN PERTAMA 
l'enyebuntn 

Pasal 6 

{1) Pcnycbaran apotekcr diutamakan untuk memenuhi kebuluhan 
program kcschatan dalam rangka pemerataan pclayanan 
kcschatan. 

{2) Pcnycbaran apotckcr diluar program kesehatan dilaksanakan 
sclclah kebutuhan scbagaimana dimaksud pada ayat {1) tcr· 
pcnuhi. 

Pasal 7 

{1) Pemenuhan kcbutuhan apotekcr untuk program kesehatan 
ditetapkan dcngan urutan priorilas sebagai berikut : 
a. Sarana Kcschalan Pcmerinlah. 
b. Sarana l:csehatan lainnya. 

{2) Pemenuhan kcbutuhan apoteker sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dilctapkan sesuai dengan program kesehatan. 

(3) Pemenuhan kebutuhan apoteker pada sarana kesehatan lainnya 
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b ditetapkan dengan 
urutan prioritas sebagai berikut : 

a. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di luar J awa; 
b. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Kabupaten di Jawa; 
c. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota Propinsi di luar 

Jawa; 
d. Sarana Kesehatan yang berlokasi dilbukota Propinsi diJawa. 
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BAGIAN KEDUA 
~ngaJuan Kebutuhan 

Pasal 8 

U-6 

(1) Pcnanggungjawab program kcschatan dan pimpinan instansi lain 
mcnyusun rcncana kcbutuhan apotckcr untuk jangka waktu 5 
(lima) tahun. 

(2) Rcncana kcbutuhan program kcschatan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) disampaikan kcpada Mcntcri dalam hat ini Biro 
Kcpcgawaian. 

(3) Rcncana kcbutuhan inslansi la.in scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Mentcri mclalui Kakanwil sctcmpat. 

BAGIAN KETIGA 
l'engangkatan dan l\!nempatan 

Pasal 9 

(1) Pengangkatan dan pcnempatan apoteker pada sarana keschatan, 
unit organik dalam lingkungan Departemen Keschatan, Dinas 
Kcsehatan Pcmerintah Daerah dan instansi lain dilaksanakan 
oleh dan menjadi tanggungjawab Departemen Kcsehatan. 

(2) Penempatan lcbih lanjut pada sarana kesehatan atau lokasi kerja 
ditetapkan oleb Kakanwil setempat sesuai dengan ketentuan yang 
bcrlaku. 

(3) Pengangkatan dan penempatan dilingkungan Angkatan Bersen­
jata Republik Indonesia dan Deparh~men Pendidikan dan 
Kebudayaan dilakukan oleh Departemen yang bersangkutan den­
gan mengajukan permohonan kepada Menteri seperti tersebut 
pada Lampiran VI. 
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HAGIAN KEEMPAT 
Jenis Kepcgawaian 

Pasal 10 

U-7 

Apotcker yang bckcrja dalam rangka pclaksanaan masa baktijcnis 
kcpcgawaiannya adalah Pcgawai Ncgeri Sipil Dcparlcmcn 
Kcschalan yang dipckerjakan alau dipcrbantukan kccuali apolcker 
scbagaimana dimaksud pada pasal 9 ayal (3). 

BAGIAN KELIMA 
Pelaksanaan Masa Bakti 

Pasal 11 

(1) Pclaksanaan masa bakti ditclapkan sebagai berikut: 

a. 5 (lima) tahun untuk penempatan di Jawa dan di Ibukota 
Propinsi diluar Jawa. 

b. 3 (tiga) tahun di luar Jawa. 

(2) Apoteker yang wajib mclaksanakan masa bakti adalah : 

a. Apoteker yang baru lulus. 
b. Apotekcr yang belum pernah diangkat oleh Pemerintah dan 

belum pernah memiliki Surat Izin Kerja atau Surat Izin Kerja 
Sementara. 

c. Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah 
selesai melaksanakan penyesuaian pengetahuan praktis. 

(3) Selama masa bakti, Kakanv.>il dapat mengadakan mutasi apoteker 
di dalam Propinsi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

( 4) Mutasi apoteker antar Propinsi dilaksanakan oleh Menteri sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
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BAGl:\N KEENAM 
l\:ngcmbangan Karier 

Pasal 12 

U-8 

{l) Sctclah mcnyclcsaikan masa bakti, apotcker dapat mcngcm­
bangkan karicrnya pada jabatan struktural, jabatan fungsional, 
mclanjutkan pcndidikan alau berhenti scbagai Pcgawai 
Ncgeri/Karyawan. 

{2) Untuk dapal mcnduduki jcnjang jabatan slruklural, sctiap 
apotcker diwajibkan untuk mcngikuti latihan jabatan yang ditcn­
tukan. 

{3) Untuk dapat mcnduduki jcnjang jabatan fungsional apolckcr 
harus mcmenuhi pcrsyaralan yang ditenlukan untuk jabatan 
fungsional yang dimaksud. 

(4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker harus mcmenuhi 
kctentuan yang berlaku. 

(5) Untuk bcrhenti sebagai Pcgawai Negeri/Karyawan harus men­
gajukan permohonan sesuai dcngan kctentuan yang berlaku. 

Pasal 13 

Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti dan berhenli 
sebagai Pegawai Negeri/Karyawan diberikan Surat Keterangan 
Tdah Mclaksanakan Masa Bakti seperti tersebut pada Lampiran 
VII peraturan ini. 

BAB IV 
IZIN KERJA 

Pasal 14 

{1) Apoteker yang bekerja pada Sarana Kesehatan milik Swasta wajib 
memiliki Surat Izin Kerja {SIK). 
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(2) Untuk mcmpcrolch Surat Izin Kcrja (SIK) scbagaimana dimak­
sud pada ayat (1) yang bcrsangkutan harus mcngajukan pcr­
mohonan kcpa<la Kakan\\il sclcmpat. 

(3) Ilcntuk surat pcrmohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 
scpcrti tcrscbut pada lampiran VIII pcraturan ini. 

Pasal 15 

Surat Izin Kcrja (SIK) dapat dibcrikan apabila mcmcnuhi pcr­
syaratan scbagai bcrikut : 

a. Warga Negara Indonesia!; 
b. Mcmilil:i Surnt Pcnugasan; 
c. Mcrr.!liki Sur:it Kcpull!san Pcngangka::m scbagai Caton 

Pc0:-.w~i f'cgcriSipiVSu~:it Kcputusan Pcn£angbt:m sc:.bagai 
Pcg:iw::i Nc{;cri Sipil <1lau Surat .Kcputusan l'cng:.:.ngkalan 
scb::g;~i Anggota /,mu yang c:buktikan <lcngan Surat 
1:cpt:lusan/Kctc:-an0:in l'cncmpatan d~ri Depa: :cmcn 
Kcschatan c:tau Scrat Kcputusan rcmbcrhcntian dan tclah 
s::ksai mclakukn rnasa b:ikti; 

d. Surat pcrny~taan mcl:tl:s:lnakan lugas dari pimpinan unit 
kcrja bagi yang masih aktif bckerja; 

c. Mc:nilil:i kcmampuan jasmani dan rohani untuk mcn­
jalanl:an pekcrjaan kefarmasian yang dinyatakan dcngan 
surat kctcr:mgan dokter pemcrintah. 

Pasal 16 

(1) Surat Izin Kerja bcrlaku selamanya untuk propinsi setempat. 

(2)Surat Izin Kerja diberikan dengan memperhatikan azas 
pemerataan pelayanan kesehatan, penyebaran apoteker dan 
pelaksanaan masa bakti. 

(3) Pejabat yang berwenang mengeluarkan/menandatangani Surat 
Izin Kerja adalah Kakanwil setempat. 
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( 4} Apotckcr lianya botch mcmiliki 1 (satu) Surat Izin Kcrja. 

(5) Untuk Surat l:dn Kcrja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
scperli lcrscbut pada La:npiran IX peraturan ini. 

Pasal 17 

Pcrmohonan izin Kcrja yang ditolak harus disampaikan olch 
Kakanwil dalam wakt u sclama-lamanya 2 ( dua) minggu sctclah 
surat pcrmohonan ditcrima, discrtai dcngan alasan pcnolakan. 

Pasal 18 

Surat Izin Kcrja bcrlaku sclama mcmcnuhi pcrsyaralan bcrikut : 
2. Dilal:sanakan di Prcpinsi yang bcrsangkutan; 
h. Apotckcr yang bcrs:tngkutan tidak cacal jasmani dan alau 

:-o!:ani ~chinr.ga mcmur:gkinkan untuk mcnjalankan pckcr­
ja::n. l:cf:mn~siar.; 

c. 'fidak scdang mcnjalani pidana atau huku:nan administrati( 
bcruria pcncabulan Su:-al Jzin Kcrja. 

Pasal 19 

(1) Bagi apotckcr yang mcmiliki Surat Izin Kcrja (SIK) dapat men­
gelola Apotik setelah memperoleh Surat Izin Apotik (SIA}. 

(2) Ketentuan lentang lata cara permohonan dan pemberian izin 
apotik diatur tcrscndiri dengan kepulusan Mentcri. 

Pasal 20 

(1) Apoteker yang sedang melaksanakan masa bakti atau yang telah 
melaksanakan masa bakti yang bekerja pada sarana kesehatan 
swasta wajib melaporkan diri pada Kakanwil setempat. 

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat (1) juga harus 
dilaksanakan oleh pimpinan sarana kesehatan dimana Apoteker 
tersebut bekerja. 
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(J) Kcw:ijihan mclapor schagaimana dimaksud ayal (1) d:m (2) 
tlilakukar. sccara tcrtulis schag:aimana tcrlampir Jalam Lampirnn 
XJanXI. 

HAU V 
JtI::MUINAAN DAN J#ENGAWASAN 

Pasal 21 

(1) Aro<cl:cr sclarna mcnjalankan luga.'i profcsinya wajib mcntaati 
scml!a pcraturan pcrunda g-undar.gan d3n kcbijakan yang 
<~itctapkan o1ch Pcmcrintah. 

(2) Apotd;cr yang tid3k mcnlaali kctcnluan scbagaimana dimaksud 
pda ayut (1) Sur::.t Izin Kcrja (SIK)-ny-.a akan dicabut. 

Pasal 22 

(1) A~olcl~cr dilarang: 

a. Mclakub.n jll!rbuatan yang bcrtentangan c!cngan l:occ ctik 
<:.j>o:•.:kcr; 

b. Mcr.j:i.lanl.:an profcsir.ya diluar kctentu:m yang lcrc:!.~tum 
calam Sur::t Izin Kcrja; 

c. Menjal:ml:an prof csinya <lalam keadaan jasmani dan roh:mi 
y:mg terganggu; 

d. Mc!::l:ul:an pcrbualan lain yang bcrtcnla:igan dcr.gan profcsi 
apulekcr. 

(2) Apolckcr yang melanggar kelenluan sebagaimana tcrscbut dalam 
ayat (1) dibcri pcringatan dan atau pencabutan Surat Izin Kerja. 

Pasal 23 

(1) Kakanwil dalam melakukan pembinaan dan pengawasan ter­
hadap apoteker yang bekerja diwilayah kerjanya mengikutser­
takan organisasi profesi yang bersangkutan melalui pertemuan 
periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
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(2) Kakanwil at:m organisasi profcf.i scbagaimana dimaL:sud pada 
ayat (1) (!ap::l mcmhcribn pcringatan lisan alau lcrtulis kcpada 
apotckcr y:1ng mclakukan pelanggar:tn. 

(3) Apotckcr y:111g tclah liga kali dibcri peringatan dan lidak mcnun­
juL:kan adanya pcrhaiL:an, maka organisasi profcsi dapal mcn­
gajukan usul pcncabutan Surat fain Kcrja kcpada Kakanwil. 

(4) Usul p~ncabutan Sura: I:rfo Kcrja scbagaim:ma dimaksud pada 
a:yal (3) <liatas discrtai dcngan bcrita acara pcmcriksaan. 

(5) Sctclah dibcrikan tiga kali pcringalan, maka Kabnwil sctcmpal 
dapat mclaksan:1kan pcncabutan Surat Izin Kcrja. 

Pasal 24 

(1) Scbclum !:cputu!.:m pe:::::abut::r. S:.:r:tt !:~n Kcrja <lit:::tarkan mab 
Kak:inwil tcrlr.:bih <la!:ulu mt;:n<lcngar pcrtimbar.gan dari su:?tu 
Badan/M;:jcli!. y:u:~~ mcna::g:mi Tenaga Kcschatan. 

(2) Pcrtimban;:m !.cbag:?ir:tana <limatsud pac!a ayat (1) disampaikan 
kcpada Kabmwil dil:impiri dcng:m bcrita acara p:::mcriksaan. 

Pasal 25 

(1) Surat Kcpulusan Pcncabul:m Surat Izin Kcrja disampaikan 
kcpada apotckcr yang bcrsangkutan C.:alam waklu selambat-lam­
batnya 14 (empat betas) hari sctclah diterimanya pertimbangan 
sebagairnana dimaksud pada pasal 23. 

(2) Dalam Surat Keputusan disebutkan lamanya jangka waktu pen­
cabutan Surat Izin Kerja. 

(3) Apabila keputusan dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diterima, 
yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan pada Menteri 
dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima. 
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l'asal 26 

(1) Kakanwil mclaporkan scliap pcncabulan Surat lzin Kcrja 
apolckcr kcpada Mcnleri. 

(2) Laporan scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dilampiri dcngan 
Ilcrila Acara Pcmcriksaan. 

BAU VI 
SANKS I 

Pasal 27 

(1) Terhadap apolckcr yang dijatuhi sanJ:si adminislratif alas 
pclanggaran scbagaimana dialur dalam pcraturan ini dapal 
dikcnakan sanks: scbagai berikut : 

a. Untuk pclanegaran rinean, pcncabutan izin sclama-lamanya 
3 (liga) bular.; 

b. Untuk pclanggaran sedang, pencabutan izin sdama-lamanya 
6 (c~am) bulan; 

c. U ntuk pclanggaran berat, pencabutan izin sclama-13.manya 1 
(salu) tahun. 

(2) Pcnclapan pelanggaran sebagaimaca dimaksud ayat (1) 
didas:ukan atas motif scrta situasi sctcmpat. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

Dengan berlakunya peraturan ini, apoteker yang telah mcndapat 
Surat Keputusan Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS) tetap 
berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana 
dan dianggap sebagai pelaksanaan masa bakti. 
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l'asal 29 

Surat Izin Kcrja Scmcntara dan Surat bln Kcrja yang tclah 
dibcrikan bcrdasarkan Pcraturan Pcmcrintah Nomor 36 1ahun 
1964 dinyatakan masih tclap bcrlaku dan mcrupakan dasar pcn­
gajuan untuk mcmpcrolch Surat Izin Kcrja baru bcrdasarkan 
kctcntuan pcraturan ini. 

UAH VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Pcraluran ini mulai bcrlaku pada tanggal dilclapkan. 

Agar sctiap orang mcngctahuinya, mcmcrintahkan pcngundangan 
Pcraturan ini dcngan pcncmpatannya dalam llcrita Negara 
Rcpublik Indonesia. 

Dilctapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 23 Maret 1991 

MENTERI KESEHATA..~, 

ttd. 
Dr. ADHYAT.MA MPH. 
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L.·tn1piran I 
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Pcraturan Mcnlcri Kcschatan 
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Lampiran II 
Nomor 
Tanr8al 

Pcraturan Mcnh.:ri Keschatan RI 
187/Menkcs/Pcr/111/1991 
23 Maret 1991 

U-16 

KELENGKAPAN l'ERSYARATAN PELAPORAN APOTEKER 
U1''TIJK MENl>APATKAN SURAT PE1'1JGASAN DAN 

MENJALANKAN MASA UAKTI 

1. Surat pcrmohonan/pclamaran pekcrjaan dcngan mcnycbutkan 3 
Prorinsi pilihan; 

2. Daftar Riwayat I lidup; 
3. Surat Pcrnyataan tidal: pcmah dihukcm; 
4. Surat pcmyata::.:i tidak pcrr.:tla tcrlib::t gcr:1bn yang mcncntang 

Panca!'ila, Unc:fanc-Undang Das:ir 1945, Ncg:ffa d:m Pcmcrintah; 
5. Surat pcrnyata:m tidaJ: pcrnah <!ihcr l:c~t:t:an tidak dcnga:i hor­

rnat; 
6. Surnt pcmya!aan ti<lak bcrkcdnduka:1 scb:ig:!i Pcgawai Ncgeri 

SipiVC~lon Pcgaw:!.i Ncgcri; 
7. Surat pcrnyata:m bcrscdia ditcmpatbn di scluruh \\ilayah RI; 
8. Surat pcr:iyataan tidak bcrpartai po!itik; 
9. Salinan/foto COiJY ijazah F"S tcl~h diS:lhkan olch Dekan Institut 

Pcndidikan F;:.rmasi; b:!gi luh:san pcr£un::i.n tinggi swasta dipcr­
lul:an pula pcngcsahan duri Kopcrtis Wilayah sctcmpat. 

10. Surat kctcrangan bcrkcfakuan baik dari POLRJ; 
11. Surat ketcrangan dari Kantor Dcpartemen Tcr.aga Kerja setem-

pat (AK-I); 
12. Surat keterangan schat dari dokter pemerintah; 
13. Surat kcterangan tidak buta wama dari doktcr pemerintah; 
14. Pas Coto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar; 

4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 

Keterangan : Nomor 2 sampai dengan 8 masing-masing rangkap 3 
(tiga), ditulis dengan huruf cetak/balok tinta hitam 
dengan pulpen. 
Nama dan tanggal lahir harus sama dengan nama dan 
tanggal lahir pada ijazah. 



U~RTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran Ill : rcr.:turan Mcntcri Kcschatan RI 
Nomor : 187/Mcnkcs/Pcr/lll/19'Jl 
Tanggal : 23 Maret 19'Jl 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT BU.KT! LAPOR 
NOMOR: 

U-17 

Yang bcrtanda tangan di bawah ini Kcpala Kantor Walayah 
Dcpartcmcn Keschatan Propinsi .................................. . 

Mcncrangkan bahwa : 

Nam a 

Alamat rumah : ........................................... . 

Lulusan 

Telah melaporkan diri di kantor kami pada tang.gal ............. . 

KEPALA KANTOR Wll.AYAH 
DEPKES 
PROPINSI .................. . 

NIP. .....................•. 



U~RTA l'ERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran l V : Pcraluran Mcnteri Keschatan RI 
Nomor : 187/Menkes/Pcr/llI/19<11 
Tanggal : 23 Maret 19'Jl 

DEPAIITEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 
NOMOR : 
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Yang bertanda tangan di bawah in~ Dircktur Jenderal Pcn­
gawasan Obat dan Makanan menerangkan bahwa : 

Nam a 

Lulusan 

Tanggal 

Alam at 

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan praktis 
bagi Apoteker lamatan luar negeri. 

Jakarta, ............................. . 

Direktur Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan 
DEPKES 

NIP. ............................ . 



, 

IC4RTA PERUNlJANG-UNDANGAN 

L'lmpiran 
Nomor 
Tanggal 

V : Pcraturan Mcnleri Kcschatan RI 
: 187/Menkes/Per/Jll/1991 

: 23 Maret 1991 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT PENUGASAN 
NOMOR: 

U-19 

Bcrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun1990 (Lcm­
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan 
Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan 
Mcnteri Kesehatan Republik Nomor 187/Menkes/Per/111/1991, 
l:epada : 

Nam a 

Tempat dan langgal lahir 

Lulusan 

diberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai 
Apotcker. 

Tembusan : 

DIKELUARKAN DI: JAKARTA 
PADA TANGGAL 

Kepala Biro Kepegawaian 
Sekretariat Jenderal DEPKES, 

Kakanwil DEPKES Propinsi ............. . 



• • 

li~RTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran VI : Pcraluran Mcnlcri Kcschalan RI 
Nomor : 187/Menkcs/Pcr/111/1991 
Tanggal : 23 Maret 1991 

Pcrihal Pcrmohonan pcngangkatan 
dan penempalan Apoleker 
di ................. •) 

KEPADA YTH. 
MENTER! KESEHATAN RI 
DI-JAKARTA 

Dengan hormal, 

U-20 

Berdasarkan Peraluran Pemerintah Nomor 41Tahun1990 (Lem­
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 3422) dan Peraturan 
Menteri Kcsehatan Republik Indonesia Nomor 
187/Menkes/Per/111/1991 dengan ini dimohon agar : 

Nama 
Tempat dan tanggal lahir 
Lulusan 

dapat disetujui untuk . diangkat dan ditempatkan sebagai 
Apoteker di lingkungan ................................................. . 

...................................... •) 

Dem.ikian dan terima kasih atas pcrhatian serta persetujuannya. 

Yang memohon, 
Instansi ............... •) 

NIP. ····················· 

•) Diisi Instansi/Departemen 
yang membutubkan 



. 
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IJ'lfRTA PERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran VII : Pcraluran Mcnlcri Kcschatan RI 
Nomor : 187/Mcnkcs/Pcr/IU/19<)1 
Tanggal : 23 Maret 1991 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 
SELESAI MASA IlAKTI 

NOMOR: 

U-21 

Ilcrdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo:- 41Tuhun1990 (Lcm­
baran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan 
Lcmb::ran Negara Republik Indonesia Norno:- 34??) dan Peraluran 
Mcnteri Kcschatan Rcpub!ik Indonesia Nomor 
187/Mcnl:cs/Pcr/llI/1991, kepada : 

Nam a 

Tcmpat dan langgal lahir 

Pangkat/jabalan 

. Dinyatakan telah sclesai masa bakti sebagai 

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, 
dan pcnshargaan atas jasa-jasanya sekuna melaksanakan masa 
bakti tersebut. 

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A 
PADA TANGGAL 

An. MENTERI KESEHATAN RI 
Kepala Biro Kepegawaian, 

'J ·•·.~· . ,. --.--~ , .•.. , 



• ,. 

WARTA l'ERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran VIII : I'craturan Mcntcri Kcschatan RI 
Nomor : 187/Menkcs/Pcr/111/1991 
Tanggal : 23 Maret 19'.>1 

Pcrihal Pcrmohonan Surat Ii.in 
Kcrja (SIK). 

Dcngan hormat, 

KEPADA YTH. 
KEPALA KANTOR Wit.AYAH 
DEPKES 
PROPINSI .................. . 

Yang bertanda tangan di bawah in~ 
Nama lcngkap 
NIP/NRP 
Tcmpat, tanggal l:ihir 
J cnis l:clamin 
Lulusan 
T:!hun lulusan 
Nomor Surat Pcnugasan 
Tcmpat bekcrja 
Alamat rumah 
Anggota Organisasi profesi: Ya/tidak •) 

U-22 

Dengan ini rnengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin 
Kcrja (SIK) di wilayah ............... sesuai Peraturan Menteri 
Keschatan RI Nomor 187/Menkes/Per/llI/1991. 
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan : 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Kewar­
ganegaraan Indonesia; 

b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Ber­
senjata Republilc Indonesia, Karyawan Swasta yang dibuk­
tikan dengan surat keputusan penempatan dari Departemen 
Kesehatan; 



ti ,. 

ll~tR.'Dt I'ERUNDAl-.'G-UNOANGA.l•J U-23 

c. Surat pcrnyalaan mclaksan:!bn tug:is; 
d. l'tts foto ula:ran 4 x 6 cm 2 lcrnbar d;tn 3 x 4 cm 1 lcmhar; 
c. Surat kdcrangan bcrbadan schat dari dok:cr pcmcrintah. 

Dcmikian dan lcrima kasih alas pcrlaalian M:rta lcrkabuln)'a 
pcrmohonan tcrscbul di alas. 

Yang mcmohon, 

•) Oila )'~ isi r.<nn:t orpnisasi 
prof csi ~·ang bcrs:uigkutan (ISFI) 



,. 

.. 

JE·tRTA l'ERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran IX : Pcraluran Mcnlcri Kcschalan RI 
Nomor : 187/McnkcfJI'cr/lll/1991 
Tanggal : 23 M:arcl 1991 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBUK INDONESIA 

SURAT IZIN KERJA 
NOMOR : 

U-24 

Y:lng bcrl:md:t lang:m di bawah ini, t:cpala Kantor Wilayah 
Dcp::rlc:ncn Kcr.ch:atan Propinsi .............. mcmbcrikan i1fo untuk 
mclal:ubn pcl:crjaan kcfarmasian di wilayah ................ kcpada 

Alamal rumah 

Dcngan l:ctcnlu~n scbagai bcrikut : 

1. Mcnlaati pcraturan perundang-undangan yang bcrlaku, 
scrt:i ko<lc ct:k Apotckcr Indonesia. 

2. Sur:?! bfa Kerja ini bcrlaku untuk selama-lamanya, scpanjang 
mcme:u:hi ketcntuan yang ada. 

DIKELUARKAN DI: 
PADA TANGGAL 

KEPAl.A KANTOR Wil.AYAH DEPKES 
PROPINSI •.................. 

NIP. ...................... . 



H:i4/ffA PERUNDANG-UNDANGAN 

L:1mpiran X : Pcraturan Mcntcri Kcschatan RI 
Nomor : 187/Mcnkcs/Pcr/111/19<)1 
Tanggal : 23 Maret 1991 

Nomor 
Pcrihal : Laporan bckcrja pada 

Sarana Kcschatan Swasta. 

Dengan hormat, 

Ilcrsama ini kami, 

Nam a 
Alamat 

KEPADA YTH. 
KEPALA KANTOR WILAYAH 
DEPKES 
PROPINSI .................. . 
DI -

Surat Pcr.ugasan Nomor 
Sur:it Izin Kerja Nomor 
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Mclaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kcschatan Nomor 
187/Menkes/Per/llI/1991 bahwa terhitung mulai langgal .......... . 
kami bekerja pada .................... (nama sarana kesehatan swasta). 

Dapat kami tambahkan bahwa kami saat ini tengah menjalankan 
masa bakti pada ................. (nama tempat masa bakti) I telah 
seleci melaksanakan masa bakti pada ................. (nama tcmpat 
masa bakti) pada tahun ............... sampai dengan tahun ..............• 

Demikian laporan kami. 

Yang melapor, 

TEMBUSAN: 
1. Pimpinan Sarana Kesehatan ............ . 
2. Direktui Jenderal POM DEPKES. 



lf'.14RTA I'ERUNDANG-UNDANGAN 

Lampiran 
Nomor 
Tanggal 

Nomor 

XI : Pcraturan Mcntcri Keschalan RI 
: 187/Mcnkes/Pcr/111/1991 
: 23 Maret 1991 

Pcrihal : Laporan bekerja Apotckcr. 

Dcngan hormat, 

KEPADA YTH. 
KEPALA KANTOR WILAYAH 
DEP.KES 
PROPINSI .................. . 

DI -

U-26 

Sesuai dcngan Pcraturan .Mcnteri Keschatan Nomor 
187/Menkcs/Pcr/IH/1991 bcrsama ini kami laporkan bahwa kami 
tclah mcmpekcrjakan : 

Nam a 
Alam at 
Surat Pcnugasan Nomor 
Surat Izin Kerja Nomor 

sebagai Apotcker pada .................. (nama sarana kesehatan) 
sejak tanggal ............................ . 

Demikian laporan kami. 

Pimpinan Sarana Kesehatan, 

TEMBUSAN: 
1. Apoteker yang bersangkutan 
2. Direktur Jenderal POM DEPKES. 



• 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

I 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
.NOMOR : 187/MENKES/PER/III/1991. 

TENTANG 
' PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN !ZIN KERJA APOTEKER 

Menimbang 

• 

Mengingat 

HENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pendayagunaan tenaga apoteker 
rangka menunjang pelayanan kesehatan 
masyarakat merupakan bagian dari 
pembangunan kesehatan; 

dalam 
kepada 

up a ya 

b. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 
.tentang Masa Ba~ti . dan Izin Kerja Apoteker 
telah ditetapkan. dan sehubungan .dengan huruf 
(a) tersebut diatas. · maka .perlu dikeluarkan 
Peraturan Menteri Kesehatan sebagai peraturan 
pelaksanaannya. 

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok­
pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 
Nomor 131, Tambahart Lembaran Negara Nomor · 
20.68); 

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1~61 tentang Wajib 
Kerja Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 

. 207, Tambahan Lembaran. Negara Nomor 2270); 

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomo~ 79, 
Tambahan · Lembaran Negara Nomor 2576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 
tentang Masa Bakti dan Izin Kerja Apoteker 
(Lembaran Negara Tah~n 1990 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3422). 

1 



Menetapkan 

MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

M E M U T U S K A N 

I 
PERATURAN : MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
TENTANG PELAKSANAAN MASA BAKTI DAN IZIN KERJA 
APOTEKER. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal . 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan 

a. Apoteker adalah Sarjana . Farmasi 
lulus seb~gai Ap~teker dan telah 
sumpah jabatan Apoteker. 

b. Surat Penugasan adalah surat yang 
kewenangan kepada apoteker untuk 
pekerjaan kefarmasian dalam rangka 
masa bakti dan sekaligus merupakan 
pengajuan permintaan izin kerja. 

c. Surat Izin Kerja adalah 
diberikan kepada apoteker 
pekerjaan · kefarmasian 
persyaratan. 

surat 
untuk 

setelah 

yang telah 
mengucapkan 

memberikan 
melakukan 

pelaksanaan 
dasar bagi 

izin yang 
menjalankan 

.memenuhi 

d. Surat Izin Apotik adalah surat izin pendirian 
apotik yang diberikan oleh Menteri atau pejabat 
yang ditunjuk. 

e. Masa Bakti adalah masa pengabdian profesi 
apoteker dalam menjalankan tugas yang diberikan 
oleh Pemerintah pada suatu sarana kesehatan. 

2 
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MENTER! Kl:SEHATAlll 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

f. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan 
untuk menyelenggarakan upaya kesehatan antara 
lain : sarana ·produksi, sarana distribusi dan 
sarana p.elayanan . 

g. · Program, Kesehatan adalah suatu rencana 
pe~ban~urian kesehatan yang . bersifat ;kenyeluruh, 
meliputi penggunaan ber~agai su~ber yang 
·terintegrasi, dilaksanakan 1 secara 
berkesinambungan dengan pejadwalan faktu yang 
jelas guna mencapai tujuan. 

h. Kakanwil ·adalah .Kepala Kantor 
Departemen Kesehatan Propinsi. · 

i. Direktur Jenderal adalah Direktur 
Pengawasan Obat dan Makanan. 

j. Menteri adalah Menteri Kesehatan 
Indonesia . 

BAB II 
PELAPORAN 

Pasal 2 

Wilayah 

Jenderal 

Republik 

(1) Pimpinan Pergurua~ Ti~ggi w~j .ib menyampaikan 
laporan •ecara tertulis ke~ada Menteri dalam 
hal 1n1 Biro Kepegawaian, yang be~isikan 
daftar apoteker yang baru lulus, selambat­
lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikannya 
ijazah asli. 

(2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud 
ayat ( 1) sepei--ti tersebut' . pada Lampiran I 
peraturan ini. 

3 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

·Pasal 3 

(1) Apoteker yang telah dilaporkan sebagaimana 
dimaksud pada pasal 2 . wajib melengkapi 

. pe.rsyaratan admin istras i sepert i tersebu t pad a 
Lampiran .II peraturan ini melalui Kakanwil 
s~tempat dimana Institus~ · Pendidikan berada, 
~elambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah 

•menerima ijazah aslinya. 

(2) Kepada apoteker s&bagaimana dimaksud pada ayat 
-(1) dib~rikan tanda bukt~ pelaporan seperti 
tersebut 'pada Lampir.an III _peraturan ini. 

(3) Kakanwil · meneruskan laporan tersebut kepada 
Menteri, dalam hal ini Biro Kepegawaian 
selambat-lambatn~a 2 (dua) minggu ~et&lah 
persyarat~n dilengkapi. 

Pasal 4 

(1) Apoteker lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri 
wajib melaporkan diri kepada Menteri dalam· ·hal 
ini Biro Kepegawaian. · 

(2) Apoteker sebagaimana 4imaksuct · pada ayat (1) 
diwajibkan mengikuti . penyesuaian pengetahuan 
praktis yang diperlukan.ykng meliput~ bidang : 

- · Peraturan perundang-undangan farmasi, 
makanan dan minuman. 

Produksi f armasi 

Distribusi farmasi 

- Pengujian mutu perbekalan kesehatan dibidang 
farmasi makanan· dan minuman dengan 
melibatkari Fakultas Farmasi setempat yang 
telah ditunjuk. 

4 
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MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESI~ 

• 

(3) Apoteker yang telah selesai melaksanakan 
penyesuaian pengetahuan praktis sebagaimana 
diruaksud pada ayat (2) wajib melapor kepada 
Direktur Jenderal selambat-lambatnya 1 (satu) 
bulan setelah selesai melaksanak~n penyesuai~n 
p~ngetahuan praktis: 

(4) Direktur Jenderal memberikan Su~at Keterangan 
~elesai Melaksanakan Penyesuaian Pengetahuan 
Praktis kepada apoteker sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) seperti · tersebut pada Lampi,~ _an 
IV. 

Pasal 5 

(1) ·Apoteker yang telah 
administr~~i pelaporan 
oleh Biro Kepegawaian 
Kakanwil. · 

melengkapi . persyaratan 
diberi Surat -· Penugas~n 
dengan tembusan kepada 

(2) Bentuk dan isi Surat Penugasan · sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) seperti tersebut pada 
Lampiran V peraturan ihi. 

BAB III 
MASA BAKTI 

BAGIAN PERTAMA 

Penyebaran 

Pasal 6 

(1) Penyebaran apoteker diutamikan untuk 
kebutuhan program kesehatan dalam 
pemerataan pelayana~ kesehatan . 

memenuhi 
rangka 

5 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

(2) Penyebaran apoteker diluar program kesehatan 
dilaksanakan setelah kebutuhan sebagaimana 
dimaksud pada aya~ (1) terpe~uhi. 

Pasal 7 

(1) Pemenuhan kebutuhan apoteker untuk program 
kesehatan ditetapkan dengan urutin prioritas 
sebagai berikut : 

a. Sarana Kesehat_an Pemerintah. 

b. Sarana kesehatan lainnya. 

(2) Pemenuhan kebutuhan apoteker 
dimaksud ~ada ~yat (1) huruf 
sesuai dengan program kesehatan. 

sebagaimana 
a -di.tetapkan 

(3) Pemenuhan 
kesehatan 
ayat (1) 
prioritas 

kebutuhan apoteker 
lainnya sebaga~mana 
huruf b ditetapkan 

sebagai berikut : 

a. Sarana Kesehatan yang 
Kabupat~n di luar Jawa; -

b. Sarana Kesehatan .Yang 
Kabupaten di Jawa; 

pad a saran a 
dimaksud pada 
densar urutan 

berlokasi di 

berlokasi di 

c. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota 
Propinsi di luar Jawa; 

d. Sarana Kesehatan yang berlokasi di Ibukota 
Propinsi di Jawa. 

0 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

BAGIAN KEDUA 
Pengajuan Kebutuhan 

Pasal 8 

(1) ·P~nanggung jawab program kesehatan dan 
pimpinan instansi laih . menyusun rencana 
•kebutuhan apoteker untuk jangka waktu 5 (lima) 
tahun. 

(2) Rencana kebutuhan program kesehatan 
sebagaimana dima1<.sud pada .. ayat (1) disampaikan 
kepada Menteri dalam hal ini Biro Kepegawaian. 

(3) Rencana kebutuhan instansi lain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Menteri melaltii Xakanwil s~tempa~. · 

(1) 

BAGIAN KETIGA 
Pengangkatan dan Penempatan 

Pasal 9 

Pengangkatan dan penempatan apoteker 
sarana kesehatan, unit organik 
lingkungan Departemen Kesehatan, 
Kesehatan Pemerintah Daerah dan insta~si 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung 
Departemen Kesehatan. · · 

pad a 
dalam 
Dinas · 

lain 
jawab , .. . 

· (2) Penempatan lebih lanju't pada sarana kesehatan 
atau lokasi kerja ditetapkan oleh Kakanwil 
setempat sesuai dengan ket~ntuan yang berlaku. 

(3) Pengangkatan dan penempatan dilingkungan 
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 
Departemen Pendidika·n dan Kebudayaan dilakukan 
oleh Departemen yang bersangkutan · dengan 
mengajukan permohonan kepada Menteri seperti 
tersebut pada Lampiran VI. 

7 



• 

MENTER! KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

BAGIAN KEEMPAT 
Jenis Kepegawaian 

Pasal 10 

Ap6t~ker yang bekerja dalam. · rangka pelaksanaan 
masa bakti, jenis kepegawaiannya adalah Pegawai 
Negeri Sipil .Departemen Kesehatan yang 
dipekerjakan atau diperbantukan kecuali apoteker 
sebagaimaria dimaksud pada pasal . 9 ayat (3) . 

BAGIAN KELIMA 
Pelaksanaan Masa Bakti 

Pasal 1.1 

(1) Pelaksanaan masa · bakti ~itetapkan 
berikut : 

sebagai 

a. 5 (lima) tahun untuk penempatan di Jawa dan 
di Ibukota Propinsi· di luar Jawa. 

b. 3 (tiga) tahun di luar Jawa. 

(2) Apoteker yang wajib melaksanakan masa bakti 
adalah : 

a. Apoteker yang baru lulus . 

b. Apoteker yang belum pernah diangkat · oleh 
Pemerintah dan be1um pernah memiliki · Surat 
Izin Kerja atau Surat Izin Kerja Sementara. 

0 ' 

c. Apoteker lulusan Peguruan Tinggi · Luar 
Neg~ri yang tel~h selesai melaksanakan 
penyesuaian pengetahuan praktis. 

8 



MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INOONESIA 

* 

(3) Selama masa bakti.-Kakanwil 
mutasi · apoteker di dalam 
bersangkutan. sesuai dengan 
berlaku. 

dapat mengadakan 
Propinsi yang 

ketentuan yang 

(4) Mutasi. apoteker antar Propinsi dilaksanakan 
oleh Menteri sesuai de~gan ketentuan yang 
berlaku. 

BAGIAN KEENAM 
Pengembangari Ka~ier 

Pasal 12 · 

(1) Setelah menyele~aikan masa bakti, apoteker 
dapat mengembangkan . kariernya pada . jabatan 
struktural,. jaoatan fungsional, melanjutkan 
pendidikan atau . be~henti · sebagai Pegawai 
Negeri I Karyawan. · 

(2) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan 
struktural, setiap apoteker diwajibkan untuk 
mengikuti latihan jabatan yang ditentukan. 

(3.) Untuk dapat menduduki jenjang jabatan 
fungsional apoteker harus memenuhi persyaratan 
yang ditentukan untuk j~batan fungsional yang 
dimaksud. 

(4) Untuk dapat melanjutkan pendidikan, apoteker 
harus memenuhi ketentuan yang berlaku. 

(5) Untuk berhenti sebagai · Pegawai Negeri I 
Karyawan harus mengaj ukan ·. permohonan. sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

9 
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REPUSL.IK INOONESIA 
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Pasal 13 

Apoteker yang telah menyelesaikan masa bakti dan 
berhenti sebagai Pegawai Negeri I Karyawan 
diberikan Surat Keterangan Telah Melaksanakan Masa 
Bakti seperti .tersebut pada Lampiran VII peraturan 
ini. 

BAB IV 
IZIN KERJA 

Pasal . 14 

(1) Apoteker . yang bekerja pada Sarana Kesehatan 
milik Swasta wajib memiliki Surat Izin Kerja · 
( SIK). 

(2) Untuk memperoleh Surat Izin Kerja (SIK) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
bersangkutan harus meng~jukan permohonan 
kepada Kakanwil setempat. 

(3) Bentuk surat permohonan sebagaimana 
pada ayat (2) seperti tersebut pada 
VIII peraturan ini. 

Pasal 15 

dimaksud 
Lampiran 

0 
Surat · Izin Kerja (SIK) dapat diberikan . ~pabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

• 
a. Warga Negara Indonesia; 

b. Hemiliki Surat Penugasan; 

10 
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MEN.TERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

c. Memiliki Surat Keputusan .Pengangkatan sebagai 
Calon Pegawai Negeri Sipil / Surat Keputusan 
Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau 
Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota 
ABRI yang dibuktikan dengan Surat Xeputu~an I 
Keterangan .Penempatan dari Departe~en Kesehatan 
at~u Surat Keputusan pembe~hentian dan . telah 
selesai melakukan masa bakti; 

d. Surat pernyataan melaksanakan 
pimpinan unit kerja bagi yang 
bekerja; 

tugas 
masih 

e. Memiliki kemampuan jasmani dan roh~ni 
menjalankan pekerj'aan . kefarmasian 
dinyatakan dengan surat keterangan 
pemerintah. 

Pasal 16 . 

(l) Surat Izin Kerja berlaku selamanya 
propinsi setempat. 

dari 
aktif 

untuk 
yang 

dokter 

untuk 

(2) Surat Iz~n Kerja diberikan dengan 
memperhatikan azas pemerataan pelayanan · 
kesehatan, penyebaran apoteker dan pelaksanaan 
masa bakti. · 

(3) Pejabat yang berwenang mengeluarkan I 
menandatangani Surat Izin .Kerja : adalah 
Kakanwil setempat . . 

'1•. ( 4) Apoteker hanya bo leh memi 1 iki 1 ( sa tu) Surat 
Izin Kerja. 

(5) Untuk Surat Izin Kerja sebagaimana 
pada ayat (1) seperti tersebut pada 
IX peraturan ini \ · 

11 
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MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

* 

Pasal 17 

Permohon~n Izin Kerja yang ditolak harus 
disampaikan oleh Kaka'nwil dalam waktu selama­
lamanya 2 .. (dua) ~inggu ·setelah surat permohonan 
diterima, disertai dengan . alas,an penolakan . . 

P.asal 18 

Surat Izin Kerja b.erlaku ·selama 
p~rsyaratan berikut · : 

memenuhi 

a. Dilaksanakan di Propinsi yang bersangkutan; 

b. Apoteker yang ber~angkutan . tidak c~c~t . jasma~i 
dan atau ' rohani sehingga memungkinkan untuk 
menjalankan pekerjaan kefar~asian; 

c. Tidak sedang 
administratif 
Kerja. 

menjalani pidana . atau hukuman 
berupa pencabutan Surat Izin 

Pasal 19 

(1) Bagi apoteke~ yang memiliki Surat Izin Kerja 
(SIK) dapat mengelola Apotik setelah 
memperoleh Surat Izin Apotik (SIA). 

(2) Ketentuan tentang tata cara permohonan . dan 
pemberian izin apotik diatur tersendiri dengan 
keputusan Menteri. 

12 
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Pasal 20 

(1) Apoteker yang sedang melaksanakan masa 
atau yang telah melaksanakan masa bakti 
bekerja pada sarana kesehatan swasta 
m~laporkan diri pad~ Kakanwil setempat.· 

bakti 
yang 

wajib 

(2) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud ayat 
·(1) juga harus dilaksanakan oleh pimpinan 
sarana kesehatan dimana Apoteker tersebut 
bekerja. 

(3) Kewajiban melapor s~bagaimana di~aksud ayat 
(1) dan (2) dilakukan secara tertulis 
sebagaimana terlampir dalam Lampiran X dan XI. 

0 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 21 

(1) Apoteker selama m~njalankan tµgas profesinya 
wajib mentaati semua peraturan perundang­
undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah~ 

(2) Apoteker yang tidak mentaati ketentuan· 
s~bagaimana dimaksud pada ayat (1) Sur~t Izin · 
Kerja (SIK)-nya akan dicabut. 

Pasal 22 

(1) Apoteker dilarang 

a. Melakukan perbu~tan yang 
dengan kode etik apoteker; 

13 
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MENTERI KESEHATAN 
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b. Menjalankan pr6fesinya diluar ketentuan 
yang tercantum dalam Surat Izin Kerja; 

c. Menjalankan profesinya dalam keadaan 
jasmani dan rohani yang terganggu; 

d ~ Melakukan perbuatan lain yang bertentangan 
dengan profesi apoteker. 

(2) Apoteker yang melanggar ketentuan sebagaimana 
tersebut dalam ayat (1) diberi peringatan dan 
atau pencabutan .Surat Izin Kerja . 

Pasal 23 

(1) Kakanwil dalam melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap apoteker yang . bekerja 
diwilayah .kerjanya mengikutsertakan organisasi 
profesi ~ang bersangkutan·. melalui pertemuan 
periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali 
dalam 1 (satu) tahun. 

(2) Kakanwil atau organisasi profesi sebagaimana 
dimaksud pada ayat {1) dapat memberikan 
peringatan, lisan atau tertulis kepada apoteker 
yang 'melakukan pelanggaran. 

(3) Apoteker yang telah tiga kali diberi 
peringatan dan tidak menunjukkan ad an ya 
perbaikan, maka organisasi : prof esi dapat 
mengajukan usul pencabutan Surat Izin Kerja 
kepada Kakanwil. 

(4) Usul pencabutan Surat Izin Kerja sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) diat~s disertai dengan 
berita acara pemeriksaan. 

(5) Setelah ~iberikan tiga kali peringatan, maka 
Kakanwil setempat dapat melaksanakan 
pencabutan Surat Izin Kerja. 

14 
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Pasal 24 

(1) Sebelum keputusan pencabutan Surat Izin Kerja 
ditetapkan maka Kakanwil terl~bih dahuiu 
mendengar . pertimbarigan dari · suatu Sadan I 
M~jelis yang menangani Ten~ga Kesehatan~ 

. . I 

(2) ~ertimbangan sebagaimana dimaksud 
( 1) . disampaikan kepada Kakanwil 
dengan berita acara pemeriksaan. 

Pasal 25 

pada ayat 
dilampiri 

(1) . Surat Keputusan Pencabutan Surat Izin Kerja 
disampai kan kepada apoteker yang bersa~gkutan 
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (emp~t 
belas) hari setelah diterimanya pe~timbarigan 
sebaga imana dimaksud pada pasal 23. 

(2) Dalam . Surat Keputusan disebutkan lamanYa 
jangka waktu pencabutan Surat Izin Kerja. 

(3) Apabila keputusan. dimaksud dalam . ayat .(1) . 
tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat 
mengajukan keberatan pada Menteri dalam waktu 
14 (empat belas) hari setelah keputusan 
diterima . 

Pasal 26 

(1) Kakanwi l melaporkan setiap pencabutan Surat 
Izin Kerja apoteker kepada Menteri . 

1 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilampiri dengan Berita Acara Pemeriksaan. 
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BAB VI 
S A N K S I 

P.asal 27 

(1) Terhadap apoteker yang dijatuhi sanksi 
administratif atas pelanggaran sebagaimana 
diatur dala~ peraturan . ini dapat dikenakan 
sanksi sebagai berikut . : 

a. Untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin 
selama-lamanya 3 (tiga) bulan; 

b. Untuk pelangg~ran sedang, pencabutan izin 
selama-lamanya 6 (enam) bulan; _ 

c. Untuk pelanggaran ber~t, pencabutan izin 
selama-lamanya 1 (satu) . tahun: 

(2) Penetapan pelanggaran sebagaimana 
ayat (1) didasarkan atas motif serta 
setempat. 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

dimaksud 
situasi 

Dengan berlakunya peraturan in1, apoteker yang 
telah mendapit Surat Keputusan Pelaksanaan Wajib 
Kerja Sarjana (WKS) tetap berlaku sampai dengan 
selesainya pelaksanaan Waj ib Kerja · Sarjana dan 
dianggap sebagai pelaksanaan ma~a bakti. 

16 
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Pasal 29 

Surat Izin Kerja Sementara dan Surat Izin Kerja 
yang telah diberikan be~dasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 36 Tahun 1964 dinyatakan masih 
tetap berlaku <lan merupakan dasar pengajuan untuk 
mempe~oleh Surat . I~in Kerja · baru be~dasarkan 
keten.tuan p.eratura.n ini. " 1 

BAB VIII 
KETENTUAN ~ENUTUP 

Pasal 30 

Peraturan ini 
ditetapkan. 

mulai berlaku pad a tanggal 

Agar setiap :orang m•ngetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya 
dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di JAKARTA 
pada tanggal 23 Maret 1991 

KESEHATAN, 

MPH./. 



• 

l\b. NAM A 

• 

PERAll.RPN l"ENT""ffi I ~:E~T~ RI 
187/l"ENKES/PER/l II/1991. 
23 ~ 1991. 

.................................. 
FffiIOIE: .•••••••••.• ~ T~ •....•.•.•. 

I L/P :· TEl"PAT, T~ ~IR ~T 
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LAHPIRAN II 
NO MOR 
TANGGAL 

PERATURAN HENTER! KESEHATAN RI 
187/MENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

KELENGKAPAN PERSYARATAN PE~APORAN APOTEKER 
UNTUK MENDAPATKAN SURAT PENUGASAN DAN MENJALANKAN MASA BAKTI 

1. Su~at permohonan /pelamaran pekerjaan dengan menyebutkan 3 
Propinsi pilihan; 

2. Daftar Riwayat Hidup; 
3. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum; 
4. Surat pernyataan tidak pernah terlibat gerakan yang 

menentang Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan 
Pemerintah; 

5. Surat pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan 
hormat; 

6. Surat pernyataan tidak berkedudukan sebagai . Pegawai Negeri 
Sipil / Calon Pegawai Negeri; 

7. Surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah RI; 
8. Surat pernyataan tidak berpartai politik; 
9. Salinan I foto copy ijazah yang telah disahkan ' oleh Dekan 

Institut Pendidikan Farmasi. 
Bagi lulusan Perguruan Tinggi Swa~ta diperlukan pula 
pengesahan ~dari Kopertis Wilayah setempat. 

10. Surat keterangan berkelakuan baik d~ri POLRI; 
tl. Surat keterangan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja 

setempat (AK-I); 
12. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; 
13. Surat keterangan tidak buta warna dari dokter pemerintah; 
14. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 10 (sepuluh) lembar 

4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar. 

KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan 8 masing-masing rangkap 3 
(tiga), ditulis dengan huruf cetak I balok tinta 
hitam dengan pulpen. 
Nama dan tanggal lahir harus s~ma dengan nama dan 
tanggal lahir pada ijazah. 
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LAMPIRAN III 
NO MOR 
TANGGAL 

PERATURAN HENTER! KESEHATAN RI 
187/MENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

---------------------------------------------

NOMOR 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

I 

SURAT BUKTI LAPOR 

Yang be•tanda tangan dibawah ini Kepala .Kantor Wilayah 
Oepartemen Kesehatan Propinsi ..................... .......... . 
menerangkan bahwa 

N a m a ..... ...... . .............................. 
Alamat rumah .................................. ......... 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lulusan ..................... ' ........ ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telah melaporkan diri di kantor kami pada tanggal ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES 
PROPINSI ................... . 

It t I t •• p S I!! t t • t I I I I I I I t 

NIP .. · ................. . 

20 



NOMOR. 

LAHPIRAN IV 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN HENTER! KESEHATALi RI 
187/MENKES/PER/III/198r. 
23 MARET 1991. 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 

Yang bertanda tangan dibawah 1n1> Direktur Jenderal ~engawasan 
Obat dan Makanan menerangkan bahwa : 

N a m a 

Lulusan 

Tanggal 

Alamat 

Telah selesai menjalankan penyesuaian pengetahuan pr~ktis bagi 
Apoteker tamatan luar nege~i. 

21 

Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Direktur Jenderal 
Pengawasan Obat dan Makanan DEPKES, 

NIP ..... · ............. . 

a 

. , 

• 



.. 

I 

.. 

• 

LAHPIRAN V 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN HENTER! KESEHATAN RI 
187/HENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

---------- - - - -------------~------~---------

NOMOR 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT PENUGASAN 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran 
Negara Repuqlik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran · Negara Republik Indonesia Nomor 34.22) dan·· Peraturan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/ 
1991, kepada : 

N a m a 

Tempat dan tanggal lahir 

Lulusan 

diberikan 
Apoteker. 

kewenangan untuk melakukan pekerjaan sebagai 

TEMBUSAN 

DIKELUARKAN DI : J A K A R T A 
PADA TANGGAL 
---------------------------------

Kepala Biro Kepegawaian 
Sekr etariat Jenderal DEPKES, 

Kakanwil DEPKES Propinsi . .. ...... . . . . . . 
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Perihal 

LAMPIRAN VI 
' NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN MEN'l'ERI K:s:;m1AT A1'l lU 
187/MENKES/PER/llI/1991. 

Permohonan pen~angkatan 
dan penempatan Apoteker 
di .......... " ....... *) 

I KEPADA YTH. 

MENTERI KESEHATAN RI 
DI - J A K A R T A . .. 

Dengan ho:rmat, 

23 MARET 1991. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19,90 Nomor 

,!J5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone~ia Nomor 
· 3422) dan · Peraturan Menteri Kesehatan Republik 
Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 dengan ini 
dimohon ~gar : · 

N a m a 
Tempat dan tanggal lahir 
Lulusan 

dapat disetujui untuk diangkat dan ditempatkan sebagai 
Apoteker dilingkungan ................................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *) 

Demikian dan terima kasih atas 
persetujua.nnya. 

perhatian serta 

. ... . ......... ' ................. . 
Yang memohon, 

Ins tans i . . . . . . . . . . . . . . . *) 

NIP ................ . 

*) Diisi Instansi/Departemen 
yang membutuhkan. 
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LAMPIRAN VII 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN RI 
187/MENKES/PER/III /1991. 
23 MARET 1991 . 

ND MOR 

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT KETERANGAN 
SELESAI MASA BAKTI 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1990 (Lembaran 
. Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 55, Tambahan 

Lembaiart ·Negara Republi k Indonesia Nomor j422) dan Peraturan 
Ment~ri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 187/MENKES/PER/III/ 
1991, kepada : 

N a m a 
Tempat dan tanggal lahir 
Pangkat/jabatan 

Dinyatakan telah selesai masa bakti sebagai 

Dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih, dan 
penghargaan atas jasa-jasanya selama melaksanakan masa bakti 

I 
tersebut. 
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DIKELUARKAN DI : J AK A R"T A 
I 

PADA · TANGGAL 

An. MENTERI KESEHATAN RI 
Kepala Biro Kepegawaian, 



Pe1'·ihal Pennol1Cn:if1 St.1rat Izin 
l<el'·ja . (SH~ ). 

lPn='IF~ VI I I 
l\O'[.'F\ 
TPN3GPL 

Vang bertanda tangan dibawah ini, 
Nama lengkap 
NIP /f\,1;1=' 

Tempat, tanggal lahir 
Jenis kelamin 
Lu 1 LlS..':\11 
Tal"Lln lulus..":\11 
N::lrnor &.1rat PenL1gasan 
Tempat bekerj a 
Alamat •nunah 

. . 

•· .. 

F'ERAn.RPN !VENTER! ~:ESE;:J~TAN RI 
187 /t'El\WES/F'Eli/ I I I I 19'-t 1 • 
23 MDf\'ET 1991. 

---··-----

~:EPA:ot-') YTH. 
~:EF'PLA l<f-NTCR WILJWt~-1 DEPl<:ES 
Fm='Il\SI .•.•...........•... 

Pr1ggota Organisasi profesi Ya I tidak *> 
DEngan ini mengajL1kan permohcrian LU1tL1k mendapatkan Izin l<erja (SIK) di 
wilayah ••••••••••••• • sesuai PeratL1ran l"IE.nteri Kesehatan RI l\bnor 
187/l"EN~:ES/FER/IIII1991. 

sebagai bahc:'"\11 pertimbangan bersama ini kami lampirkan 

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk sebagai l:x..1kti J<ewarganegaraan 
Indcnesia; 

b. Surat l<ep...1tusan pengangkat.:\f1 sebagai Calcn 
F'egawai Negeri Sipil, Aiggota Aigkatan 
Indcnesia~ Karyawan 9....asta yang. dil::uktikan 
penempatan dari Departeil'letl l<esehatan. 

c. 8_1rat peniyataan melaksanakan tugas; 

Pegawai Negeri Sipil, 
Bersenjata Rep...1blik 

dengan surat keputus.:.":\11 

d. Pas foto ukL1ran 4 )·: 6 cm 2 lembar dan 3 :< 4 cm 1 lembar; 
e. &.1rat keterangan berbadan sehat dari dokter pem::rintah • 

. Dt."'lnikian dan terimc:'\ kasih atas perhatian serta terkabulny.:1 permohpnan 
terset'(.lt diatas. 

. ........................... " .... . 
Yang rrx:."'fTlOhcfl , 

............. " ............. . 
*) Bila ya~ isi nama organisasi 

profesi yang bet-sangkutan ( IEFI ) • 
I I 
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NOMOR 

LAMPIRAN IX 
NOMOR 
TANGGAL 

PERATURAN HENTER! KES~HATAN RI 
187/MENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

· ----~---------------------------------------

DEPARTEMEN KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

SURAT IZ I N KERJA 

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Wilayah 
Departemen Kesehatan Propinsi ................ memberikan izin 
untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di wilayah ............ . 
kepada :• 

---·---------
Alamat rumah : 

Dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta 
kode etik Apoteker Indonesia. 

2. Surat Izin Kerja in1 berlaku untuk 
sepanjang memenuhi ketentuan yang ada. 

selama-lamanya, 

26 

DIKELUARKAN DI 
PADA TANGGAL 
-----------------------------------
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES 
PROPINSI ............. ..... .... . 

NIP. 



Komer 
Perihal 

TEMBUSAN : 

LAMPIRAN X 
NOMOR 
TANGGAL . 

Laporan bekerja pada 
Sarana Kesehatan Swasta. 

Dengan hormat , . 
Bersama ini kami, 

N a m a 
Alamat 

·•Surat Penugasan Nomor 
Surat Izin Kerja Nomor 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI 
187/MENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

KEPADA YTH. 
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES 
PROPINSI ................... . 
DI -

I I I 9 I I I I I I I I I I I 'I I 

Melaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
I 

Nomor 187/MENKES/PER/III/1991 bahwa terhitung mulai 
tanggal ..... . ............ kami bekerja pada ...... ... . 
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. (nama sarana kesehatan swasta). 
Dapat kami tambahkan bahwa kami saat ini tengah 
menjalankan masa bakti pada ..... . ...... . .... (nama 
tempat masa bakti) I telah selesai melaksanakan masa 
bakti pada . . . ... . ....... .. .. (nama tempat masa bakti) 
pada tahun ....... sampai dengan tahun ..... . 

Demikian laporan kami. 

Yang melapor, 

1. Pimpinan Sar~na Kesehatan ... .. ..... . . 
2. Direktu~ Jenderal POM DEPKES. 
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Nomor 
Perihal 

TEMBUSAN : 

LAMPIRAN XI 
NOMOR 
TANGGAL · 

PERATURAN HENTER! KESEHATAN RI 
187/MENKES/PER/III/1991. 
23 MARET 1991. 

Laporan bekerja Apoteker . 

KEJ;ADA YTH. 

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPKES 
PROPINSI . ................. . 

DI - p ! I I ! S I! I I I • I I ! I I! I 

Dengan hormat, 

pesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
187/MENKES/PER/III/1991 bersama ini' kami laporkan 
bahwa kami telah mempekerJakan\ · 

N a m a 
Alamat 
Surat Penugasan Nomor 
Surat Izin Kerja Nomor 

0 

sebagai Apoteker pada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nama 
sarana kesehatan) sejak tanggal ................... . 

Demikian laporan kami. 

Pimpinan Sarana Kesehatan, 

1. Apoteker yan~ bersangkutan . 
2. Direktur Jenderal POM DEPKES. 
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